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PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH

NOMOR 9 TAHUN 2018

TENTANG

PENYEDIAAN DANA BELANJA YANG BERSIFAT MENGIKAT, BERSIFAT WAJIB DAN
BERSIFAT TETAP PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA
LANGSUNG DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN

Menimbang

BENGKULU TENGAHTAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

bahwa sehubungan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2018
belum ditetapkan, maka sesuai Pasal 132 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
menyatakan pengeluaran kas yang mengakibatkan
beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan
peraturan daerah tentang APBD ditetapkan dan
ditempatkan dalam lembaran daerah;

Pasal 132 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 13 Tahun 2006, menyatakan bahwa pengeluaran
kas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak
termasuk untuk belanja bersifat mengikat dan belanja
bersifat wajib yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala
Daerah;

bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan apabila
DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 104 ayat (2) tidak menetapkan persetujuan
bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan
peraturan daerah tentang APBD, kepala daerah
melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar
angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk
membiayai keperluan setiap bulan;

bahwa untuk menjamin kelangsungan pemenuhan
belanja yang bersifat mengikat dan yang bersifat wajib
serta yang bersifat tetap pada Organisasi Perangkat
Darah (OPD) dilingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah tentang Penyediaan Dana Belanja yang
bersifat mengikat dan yang bersifat Wajib Kelompok
Belanja Tidak Langsung dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun ‘{
Anggaran 2018.



Mengingat

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia 1945;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4438},

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 97, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4870);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia
Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503); .(




Menetapkan

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PENYEDIAAN BELANJA
YANG BERSIFAT MENGIKAT, BERSIFAT WAJIB DAN
BERSIFAT TETAP PADA KELOMPOK BELANJA TIDAK
LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN ANGGARAN
2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

11
&

Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat
dengan APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan
Pemerintah Daerah yang disetujui DPRD Kabupaten
Bengkulu Tengah, dan ditetapkan dengan Peraturan
Daerah.

Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang
dibutuhkan secara terus menerus dan harus
dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah
yang cukup untuk keperluan setiap bulan.

Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk
terjadinya  kelangsungan pemenuhan  pendanaan
pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan dan
kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada
pihak ketiga.

. Belanja yang bersifat tetap adalah pengeluaran yang
dibatasi hanya untuk belanja pegawai, layanan jasa dan
keperluan kantor sehari-hari.




BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini
adalah sebagai pedoman bagi pemerintah daerah Kabupaten
Bengkulu Tengah untuk membiayai belanja daerah atas
beban APBD yang bersifat mengikat, bersifat wajib dan
bersifat tetap pada kelompok Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung sebelum diundangkannya Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal yang berkenaan
dengan penyediaan dana belanja yang bersifat mengikat,
bersifat wajib dan bersifat tetap pada kelompok Belanja
Tidak Langsung dan Belanja Langsung, yaitu:

a. Belanja Gaji, Tunjangan dan Tambahan Penghasilan PNS;

b. Pembayaran Honorarium Penanggungjawab Pengelola

Keuangan, yaitu:

1. Bendahara Umum Daerah dan/atau Kuasa Bendahara
Umum Daerah;

2. Pengguna Anggaran,;

3. Bendahara Penerimaan; dan

4. Bendahara Pengeluaran.

Pembayaran Uang Makan PNS;

. Honorarium Petugas Pembantu Bupati/Wakil Bupati; -

e. Pembayaran Honorarium Pegawai Tidak Tetap,

f. Pembayaran Rekening telepon, internet, air, listrik dan

gas;

Pembayaran Bahan Bakar Minyak Kendaraan Dinas;

Biaya perjalanan dinas dalam rangka konsultasi dan

koordinasi, penyusunan perencanaan kegiatan,

penyusunan produk hukum, dokumentasi dan

penyuluhan hukum atau memenuhi undangan dalam

rangka penunjang penyelenggaraan pemerintah;

i. Penunjang Kegiatan Pemerintah Daerah, Jamuan, Makan
minum tamu/rapat; dan

j. Pembayaran Honorarium Narasumber/Instruktur/Tenaga
Ahli.
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BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

(1) Batas akhir berlakunya Peraturan Bupati ini adalah
setelah diundangkannya Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018;




(2) Pada saat telah ditetapkannya dan diundangkannya
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2018, maka seluruh dokumen anggaran dan
penatausahaan terkait dengan belanja bersifat wajib,
bersifat mengikat dan bersifat tetap pada kelompok
Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
dilakukan penyesuaian guna keselarasan tata usaha
keuangan daerah baik secara manual dan/atau
terkomputerisasi dengan menggunakan aplikasi SIMDA.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang nmengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan
dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal ¢ Januari 2018

h/BUPATI BENGKULU TENGAH, %/

_<h—

#, H.FERRY RAMLI }' 1
Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal 2 Januari 2018

# SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH, [_,

o

MUZAKIR HAMIDI }

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 0\
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